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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1) Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang
Pemilikan Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan Di Indonesia memberikan kesempatan bagi WNA untuk
memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan status Hak Pakai.
WNA yang memiliki tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan
status Hak Pakai tersebut memiliki hak yang telah diatur dan dilindungi
oleh Peraturan Perundang-Undangan untul melakukan segala perbuatan
hukum atas hak yang dimilikinya, baik itu untuk mempergunakan atau
mengalihkan kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala bentuk peralihan hak
kepemilikan tempat tinggal atau hunian yang dimiliki WNA tersebut harus
dengan akta otentik guna memberikan perlindungan hukum bagi
pemegang Hak Pakai karena akta otentik merupakan alat bukti yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

2) Akibat hukum yang terjadi pada surat wasiat yang dibuat oleh WNA yang
berisi warisan dengan obyek berupa tempat tinggal atau hunian dengan
status hak pakai adalah sah apabila ketentuan Perundang-Undangan yang
berlaku di Indonesia dipenuhi dan menjadi batal demi hukum apabila

ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Ketentuan tersebut berkaitan
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dengan pembuat wasiat dan penerima wasiat. Pembuatan wasiat yang
dilakukan oleh WNA harus dengan wasiat terbuka atau wasiat umum
(openbaar testament) sedangkan bagi penerima wasiat haruslah memenubhi

syarat sebagai subyek hukum pemegang hak pakai.

4.2. Saran

1)

2)

Diperlukan adanya suatu sosialisasi lebih jauh terkait dengan berlakunya
aturan bahwa WNA diperbolehkan memiliki tempat tinggal atau hunian di
Indonesia dengan status hak pakai guna meminimalisir terjadinya
penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah oleh WNA.

Diperlukan adanya suatu aturan yang lebih jelas mengenai pembuatan
wasiat oleh WNA vyang berada di Indonesia guna terciptanya suatu

kepastian hukum.
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